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 Frasa “Pekerjaan Lain” pada UU Pemilu Diuji di MK  
 
Jakarta, 28 Juni 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang keempat pengujian UU No.7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (28/06), pukul 11.00 WIB dengan agenda 
Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor perkara 
30/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh Muhammad Hafidz. Norma yang diujikanyaitu: 

• Pasal 182 huruf l UU No. 7/2017 
“bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta 
tanah, dan/ atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan 
keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, 
wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” 
 

Pada sidang sebelumnya, Pemohon menguraikan bahwa keberadaan dirinya dalam lembaga DPD 
merupakan representasi masyarakat lokal untuk mewakili daerahnya. Namun, keberadaan Pasal 182 huruf 
I sepanjang frasa “pekerjaan lain” mengandung ketidakjelasan maksud. Sebab, sebagai fungsionaris parpol 
berikut juga sebagai anggota DPD yang memiliki jabatan, tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan 
kepengurusan di parpol sudah dapat dipastikan akan mengalami konflik kepentingan di antara kedua 
jabatan tersebut. Dengan demikian, menurutnya sangat terbuka kemungkinan adanya konflik kepentingan 
meskipun parpol yang menjadi wadah aspirasi politiknya tidak ikut menjadi peserta pemilu. Hal tersebut juga 
dapat dimungkinkan terjadi karena masih adanya kemungkinan bagi parpol yang dimaksud pada pemilu 
yang akan datang bagi parpolnya untuk kembali mendaftar jadi peserta pemilu. 
 
Pada sidang ketiga, Kamis (24/5), Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri RI Suhajar Diantoro mewakili 
Pemerintah menjelaskan bahwa ketiadaan pemaknaan frasa “pekerjaan lain” termasuk fungsionaris partai 
politik dalam UU Pemilu telah mencerminkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam kualifikasi subjek 
hukum perseorangan sebagai calon anggota DPD. Lebih lanjut, Suhajar menjelaskan penormaan syarat 
pekerjaan lain sebagai termasuk di dalamnya adalah pekerjaan sebagai fungsionaris partai politik, justru 
mengurangi esensi dari semangat kata perseorangan yang pada prinsipnya boleh berasal dari manapun.  
 
Suhajar juga menjelaskan pengaturan dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu sudah selaras dengan konstitusi, 
yakni Pasal 22E ayat (4) UUD 1945. Sebab, lanjutnya, sama sekali tidak mengurangi hak calon 
perseorangan nonparpol untuk menjadi calon anggota DPD. Selain itu, juga tidak mengurangi ruang serta 
kesempatan para calon anggota DPD tersebut untuk mendapatkan dukungan dari penduduk. Bahwa apabila 
frasa pekerjaan lain dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak dimaknai termasuk 
‘sebagai pengurus (fungsionaris) partai politik’, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal 
pengaturan persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD (Halim/Fitri) 
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